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Lampiran Keputusan XIII
Nomor : 61 Tahun 2026
Tanggal : 11 Juni 2026

XIII. STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN DOKUMEN KAWASAN HUTAN

NO.

STANDAR
PELAYANAN

KETERANGAN

Dasar Hukum

. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah
pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang;

. Undang-undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik;

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelayanan Publik;

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76

Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik;

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Kehutanan;

. Peraturan Presiden 76 Tahun 2013 tentang

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan
Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan
dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta
Penggunaan Kawasan Hutan.

Persyaratan

1. Pengguna layanan melakukan permintaan data

dilengkapi dengan surat permohonan

2. Menandatangani Berita Acara serah terima

dokumen.
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Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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3. | Sistem,
Mekanisme,
Prosedur

Alur Proses Pelayanan Permintaan Dokumen Kawasan
Hutan :

Bagian Persuratan

Menginput Surat K . ]
PemOh?lIli Surat Perohonan Pemohon ke Disposi Kepale.l Balai ke
MGHERTMER S Aplikasi Serikandi ——|  Kepala Seksi PPKH
Perrpohonan ke Untuk Diteruskan ke
Bagian Persuratan Kepala Balai

Diterima dan Disetujui
Kepala Seksi PPKH

¢ l

Tidak Disetujui Kepala
Seksi PPKH

Selesai

4. | Jangka Waktu
Penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian Pelayanan Permintaan
Dokumen Kawasan Hutan selama S (Lima) hari kerja.

5. | Tarif/Biaya

Permohonan Pelayanan Permintaan Dokumen Kawasan
Hutan tidak dikenakan biaya / gratis.

6. | Produk Pelayanan

Dokumen kawasan hutan

7. | Sarana,
Prasarana,
dan/atau Fasilitas

1. Sarana dan Prasarana BPKH Wilayah VIII antara
lain :
a. Ruang Tunggu

Resepsionis;

Lahan parkir;

Mushola;

Toilet;

AC.

2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan :

OB oW}

Laptop;

PC;

Printer;

Alat Tulis;

Meja dan Kursi;
Plotter.
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8. | Kompetensi
Pelaksana

1. Memahami Peraturan dan prosedur peminjaman
arsip/dokumen;

2. Memahami tata letak penyimpanan
arsip/dokumen kawasan hutan;

3. Memahami Peraturan bidang penggunaan
kawasan hutan;

> 2

:/ «
3 A

coredited

(@)

Z P

> BT v KAN

WD okumenint tetah ditz;ﬁg“eﬁgﬁégr'{i secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




-62-

4. Memiliki Pengetahuan Teknis di bidang
Kehutanan;

Pengawasan
Internal

Bentuk pengawasan internal pelayanan
dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP).

10.

Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke
ruangan Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan
Hutan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII
di alamat :

J1. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti Mandala Renon,
Denpasar

(0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928,
Email : bpkhO8@gmail.com

11.

Jumlah Pelaksana

Jumlah Pelaksana Pelayanan Permintaan Dokumen

Kawasan Hutan sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan 1 (satu)
orang

2. Staf Administrasi Seksi PPKH 1 (satu) orang

12.

Jaminan
Pelayanan

1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan
Kawasan Hutan Wilayah VIII :

Ny
by
We
KEMENTERIAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KERUTANAN
BALAIPEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIN

MAKLUMAT PELAYANAN

DaNgon ind, Kamé Menyotokon SONGEUR MEnySlengaorokon Peayonen Sesun:
standor pelayanon yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung [owab

sarta selalu melakukan perbalkon secars terus menerus
Apaobida pelayanan yong diberikan tidak zasuai dengan standar, kami slap
MENAHIMO SONKS 5e3U08 DEIOLNON DaruNdUng » UNdaNGan yang bearoku

Danpasor, 19 Juni 2025
Kepola Bolks PemanigpesLoawosan Hutan Wilayah vill

2. Dalam  hal terdapat keterlambatan  dalam
menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan
atau ketidaksesuaian produk pelayanan, maka
pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas
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dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima

layanan.
13. | Jaminan Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan
Keamanan dan BPKH Wilayah VIII
Keselamatan a. CCTV:
Pelayanan b. Tangga;
c. Security.
14. | Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan

Pelaksana

melalui:

1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara
berkala;
2. Penilaian Kinerja Pelaksana;
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